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!( E P U T U S A N B U P A TI S U K A B U M I 

NOMOR: /rY!j 7:ihu!7 :200f/ 
'TENT ANG 

PEN:EGERIAN SE!{OLAH MENENGAH PERT AMA (SMP) DAN SEKOLAH MENEMC.b,.H Ai" A:, {Sil.A; 
. DI I.INGKUNGAN DIN.AS PENDIDIKAN -DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN SUKABUNd 
BUPATI SUKABUMI 

- 

Menirribang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka rnewujudkan rnutu dan sistern pendidikan 
di Kabupaten Sukaburni secara optimal, dipandang pertu 
menetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sukaburni yang 
telah memenuhi syarat forrr.al dan syarat material; 

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Meneng21h 
Atas {SMA) sebagaimana .dimaksud pada huruf "a" di atas, yang 
saat ini telah memenuhi persyaratan formal maupun material 
untuk ditetapkan penegerian sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku adalah · SMP Negeri 3 (Ttga) 
Palabuhanratu, SMP Negeri 2 (Dua) Kalibunder, SMP Negefi 2 
(Dua): Jarnpangtengah, SMA Negeri 1 (Satu) Cikidang, SMA 
Negeri 1 (Satu) t�agrak dan ':JMA Negeri 1 (Satu) Lengkong; 

c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagairnana dirnaksud 
pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

1. Undang-Undang Nornor 14. Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Serita t�egara 
tanggal 8 Agustus 1950): 

2. Undang-Ur,ciang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintanan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3819); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah 
(Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 3848); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Unang-Undang Nomor 8 Yahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran 1--Jegara Tahun 1999 Nomor riS, 
Tambahan l.ernbaran Negara t'-!omor 3041 ); 

5. Undang-Undang Nornor 1·J Tahun 2003 tent2.ng 
Pendidikan Nasional (Lembaran t�ega:·.:i Tahun 2003 Nornor 73, 
Tarnbahan Lernbaran Negari t�.ornor 4301 ): 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3952); 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Repub!.ik Indonesia 
Nomor 060/U/7.002, tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman 
Pendirian Sekolah; 

Menetapkan 

PERT/i..M.A 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik 
Indonesia Nornor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan 
Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan verifikasi 
Kabupaten/Kota; 

f O. Peraturan Daerah Kabupaten Sukaburni Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Sukaburni Tahun 2000 Nornor 21 Seri D); 

1 t , Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Sukabumi (Lernbaran Daer ah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 
Nornor 22 Seri D); 

1 Z. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nornor 14 Tahun 1.00-: 
tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 200_1- 
2010 (Lembaran Daerah 1<abupaten Sukaburni Tahun 2001 
Nomor 5 Seri D); 

13. Pera tu ran Daerah Kabupaten Sukaburni Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Perner intah 
Kabupaten Sukabumi (Lernoaran Daerah Kabupaten Sukabumi 
Tahun 7-002. Nomor 5 Seri D); 

14. Keputus.an Bupati Sukabumi Nomor 565 Tahun 2002 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan, Kebudayaan 
Kabupaten Sukabumi; 

15. Keputusan Bupati Sukabumi Nornor 117 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten 
SukabumL 

MEMUTUSKAN: 

Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 1\:\e:Png2h 
Atas (SMA) di lingkungan Dinas Pendidikan dan (ebudz1y22n 
Kabupaten Suka.bumi. 

... 
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Penegerian Sekolah Menengah Pertarna (SMP) dan Sekolah Menengah 
Atas -(SMA) seoagairnana dimaksud pada Diktum PERTAtv\A di atas, 
adalah : 
a. SMP Negeri 3 (Tiga) Palabuhanratu; 
b. SMP Negeri 2 (Dua) Kahbunder; 
c. SMP Negeri 2 (Dua) Jampangtengah; 
d. SMA Negeri 1 (Satu) Cikidang; 
e. SMANegeri 1 (Satu) Na·grak; 
f. SMA Negeri 1 (Satu) Lengkong. 

Dengan telah ditetapkannya penegerian sebagairnana dimaksud pada 
Diktum KEDUA di atas, rnaka sistern pendidikan dan mekanisme kerja 
serta tenaga pendidik secara tnstitusional yang bersangkutan harus 
segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
bertaku. · 

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukabumi untuk terus me!aksanakan tugas pengawasan sistem 
pendidikan serta pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KEDUAdi atas secara optimal. 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang 
bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Keputusan tm rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

- 
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